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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG
UPAH MINIMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

. bahwa kebijakan pengupahan melalui penetapan upah

minimum diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh;

. bahwa perlu adanya pengaturan mengenai Upah Minimum

Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk memberikan pedoman bagi
pengusaha dalam pelaksanaan pengupahan;

. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Upah Minimum;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

Upah Minimum adalah upah bulanan paling rendah berupa upah pokok termasuk

tunjangan tetap.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk wusaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar
Upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk
lan.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi

perangkat daerah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Upah Minimum terdiri dari:
a. Upah Minimum Provinsi; dan
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota.



(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Upah
Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum
tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan
tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi.
Besaran Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
ditetapkan dan diumumkan setiap tanggal 01 November.

Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November setelah
penetapan Upah Minimum Provinsi.

Pasal 4

Upah Minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1
(satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih
dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di
perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

Bagi Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum,
dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 6

Bagi Pengusaha yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan Upah
Minimum, dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah
Minimum kepada Kepala OPD.

Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum diajukan paling lambat
10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum.

Pasal 7

Bagi Kabupaten/Kota yang belum mengusulkan penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota, berlaku Upah Minimum Provinsi.

Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota sudah ditetapkan dan diumumkan,
Upah Minimum Provinsi tidak digunakan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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HAMENGKU BUWONO X

Diundangan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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RANI SUAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 76

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
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